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SURAT TUGAS 
Nomor : 228/DJMT.1/ST.KP7.1/IV/2025 

 
Menimbang : Dalam rangka pengembangan aplikasi persuratan (SIMPAN) 

pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat terintegrasi dengan 

seluruh satuan kerja di wilayah Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. 
Dasar : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 450/DJMT.1/ 

HM.02.3/IV/2025 tanggal 29 April 2025 Perihal Koordinasi 
Penyelarasan Proses Administrasi Persuratan. 

 
Memberi Tugas 

 
Kepada : 1. Jefri Ardianto, S.T., M.M./ 197704142009041005, 

Pembina (IV/a), Kabag Organisasi dan Tata Laksana 

Sekretariat; 
2. Welly Walbarkah, S.Kom./ 198507202015031002, Penata 

(III/c), Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Sekretariat; 
3. Theo Afianto, S.T./ 199612112020121005, Penata Muda 

Tingkat I (III/b), Pranata Komputer Ahli Pertama; 
4. Choyrul Mala, S.Hum./ 199505062020122015, Penata 

Muda Tingkat I (III/b), Arsiparis Ahli Pertama; 
5. Helmiawan Zaki Yamani, S.T/ 199404272023211025, IX 

(IX), Pranata Komputer Ahli Pertama; 
6. Ardi Bagas Pratama, A.Md./PPNPN; 

7. Ahmad Sabillah, A.Md./PPNPN; 

Untuk : Melaksanakan tugas untuk koordinasi lapangan dalam 

menyelarakan proses administrasi persuratan secara 

komprehensif yang bertempat di Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Mei 2025; 
 

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada 

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025. 
 

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 April 2025 
 

 
 
 
 

 


